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Tinjauan Yuridis terhadap Korban Pencurian Identitas Melalui Platform 

Digital terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 

Data Pribadi 

Oleh: Rina Gunawan 

(Pembimbing: Dr. Siti Rahmah, SH., MH dan Jamri, SH., MH) 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya tindak pidana 

pencurian identitas melalui platform digital seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Maraknya kebocoran dan penyalahgunaan 

data pribadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi masih 

menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memberikan perlindungan 

hukum yang efektif kepada korban. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tinjauan 

yuridis terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi; dan 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian 

identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) korban tindak pidana pencurian 

identitas melalui platform digital belum memperoleh perlindungan hukum secara 

optimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi. Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur 

berbagai hak subjek data pribadi, dalam praktiknya korban masih menghadapi 

kendala berupa lemahnya mekanisme pengawasan, belum optimalnya penegakan 

hukum, belum terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi, serta terbatasnya 

mekanisme pemulihan yang dapat diakses korban; dan 2) korban masih 

menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum, meliputi 

proses mengetahui terjadinya pencurian identitas, pelaporan, pengumpulan 

informasi, pembuktian, penelusuran pelaku, koordinasi dengan pihak terkait, serta 

pemulihan kerugian. Upaya yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi penerapan 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, penguatan mekanisme pelaporan dan 

pengaduan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan keamanan 

sistem dan penanganan bukti digital, serta peningkatan koordinasi dengan 

platform digital dan pihak pengelola data pribadi untuk memberikan perlindungan 

dan pemulihan yang lebih efektif bagi korban. 
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A Juridical Review of Victims of Identity Theft Through Digital Platforms in 

Relation to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection 

Author: Rina Gunawan 

(Supervisors: Dr. Siti Rahmah, S.H., M.H. and Jamri, S.H., M.H.) 

ABSTRACT 

This research is motivated by the increasing incidence of identity theft 

through digital platforms in line with the development of information and 

communication technology. The widespread occurrence of personal data breaches 

and misuse indicates that personal data protection continues to face various 

challenges, particularly in providing effective legal protection for victims. 

The research questions are: 1) How is the juridical review of victims of 

identity theft through digital platforms based on Law Number 27 of 2022 

concerning Personal Data Protection; and 2) What challenges are faced and what 

efforts can be undertaken to provide legal protection for victims of identity theft 

through digital platforms based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal 

Data Protection. 

This research employs normative legal research with a descriptive 

approach. The research uses secondary data obtained through literature study, 

consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were 

analyzed qualitatively using a deductive method of drawing conclusions. 

The results of the research indicate that: 1) victims of identity theft 

through digital platforms have not received optimal legal protection under Law 

Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Although the law 

regulates various rights of personal data subjects, in practice, victims still face 

obstacles in the form of weak oversight mechanisms, suboptimal law 

enforcement, the absence of an established personal data protection institution, 

and limited recovery mechanisms accessible to victims; and 2) victims still face 

various obstacles in obtaining legal protection, including difficulties in becoming 

aware of identity theft, reporting incidents, collecting information, obtaining 

evidence, tracing perpetrators, coordinating with relevant parties, and recovering 

losses. Efforts that can be undertaken include optimizing the implementation of 

Law Number 27 of 2022, strengthening reporting and complaint mechanisms, 

improving the capacity of law enforcement officers, strengthening digital security 

and digital evidence handling, and enhancing coordination with digital platforms 

and personal data controllers or processors to provide more effective protection 

and recovery for victims. 

 


